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GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARANOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANGTATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABANBELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa setelah dilakukan monitoring dan evaluasi dan dalamrangka meningkatkan capaian penyerapan anggaran belanjabantuan keuangan di Kabuapten/Kota, maka perlu dilakukanpencabutan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 48Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran danPertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan PemerintahProvinsi Kalimantan Utara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernurtentang Pencabutan atas Peraturan Gubernur Nomor 50Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan GubernurNomor 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian,Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja BantuanKeuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

b.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286);
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang

2.
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355},

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
3.

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4400};



10.

11.

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem4.
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran WNegara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan5.
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan6.
Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);

7.

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana8.
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
pedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593 );

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);



Menetapkan

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
UTARA NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA.



Pasal 1

Mencabut Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 50 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernr Kalimntan Utara Nomor 48
Tahun 2014 entang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan
Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015
Nomor 51) dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Januari 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
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Pasal 1

Mencabut Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 50 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 48
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian, PPenyaluran dan
Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015
Nomor 51) dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Januari 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE



et

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARANOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANGTATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABANBELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa setelah dilakukan monitoring dan evaluasi dan dalam
rangka meningkatkan capaian penyerapan anggaran belanjabantuan keuangan di Kabuapten/Kota, maka perlu dilakukan
pencabutan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 48Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan
Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan PemerintahProvinsi Kalimantan Utara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pencabutan atas Peraturan Gubernur Nomor 50Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan GubernurNomor 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian,Penyaluran dan Pertanggungjawaban bBelanja Bantuan
Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4400);

3.



10.

11.

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem4.
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan5.
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan6.
Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang7.
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana8.
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 };

9.

‘3

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593 );

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);



Menetapkan

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
UTARA NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA.



Pasal 1

Mencabut Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 50 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 48
Tahun 2014 4tentan Tata Cra Pemberian, Penyaluran dan
Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015
Nomor 51) dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Januari 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS BAERAH,

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 1
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Pasal 1

Mencabut Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 50 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 48
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan
Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015
Nomor 51) dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Januari 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH,

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 1


